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PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah Pengembangan Pengawasan
Partisipatif Pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten " If"‘lz,".l
Kepulauan Mentawai. 5

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

(1) Menjadi Narasumber dalam berbagai Forum Kegiatan PGRI

(2) Melibatkan PGRI untuk berperan aktif dalam pencegahan dan
pengawsan kepemiluan sesuai peraturan yang berlaku

(3) Mengoptimalkan secara bersama terciptanya pengembangan
program pendidikan pengawasan partisipatif di lingkungan
PGRI.

(4) Koordinasi kerjasma antar lembaga persiapan pengawasan Pemilu
dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diatur lebih lanjut dalam
Perjanjian Kerjasama.

(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada
pasal (1), PARA PIHAK dapat menunjuk wakil — wakilnya sesuai
dengan kebutuhan, tugas, tanggungjawab dan fungsinya.
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Selama waktu pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini PARA PI
melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

PASAL 6
KEADAAN MEMAKSA

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan
atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya

berdasarkan Nota Kesepahaman ini yang disebabkan oleh hal-
hal di luar kemampuan dari PARA PIHAK dan bukan

disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK,
yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut
keadaan memaksa.

(2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi: Bencana alam; Perubahan peraturan perundang-
undangan nasional maupun daerah; dan Keadaan keamanan

yang tidak mengizinkan.

(3) PIHAK yang mengalami ~ keadaan  memaksa  harus
memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48
(empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan
secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari
kerja sejak kejadian keadaan memaksa tersebut disertai dengan
bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang
akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa

tersebut.
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PASAL 8
ADENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau meme _
perbaikan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan
kemudian dalam Perubahan.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam
bentuk Adendum dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada
tanggal yang ditentukan bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi

bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
PENUTUP

ngani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam

Perjanjian Kerjasama ini ditandata
masing — masing mempunyai kekuatan

rangkap 2 (dua) bermaterai cukup,
hukum yang sama.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
PERSATUAN GURU REPUBLIK BAWASLU KABUPATEN
INDONESIA ( PGRI ) KEPULAUAN MENTAWAI
2 S
~ 3 ﬂgi ETE
tosss|  TE
764AJX587721528

o gsfgi

PERIUS., S.Kom

Dipindai dengan CamScanner



